
REPUTUSIIII MEI|TIRI AGAUA REPI'BLIK IITDOITESIA
IroMoR 1869 TAHUIT 2016

TEITTAITG
PEMBERIAIT IZTIT PEITDNRIAIT / OPERASIOIIAL}TADRASAII IBflDAICAHJI.ITb;-Xifr-T;;NSN 

BABI'PATEIT IGATT,,KPROPIIISIJAWAflMUR

DEITGIItr RIIIIMAT TUHAT YATG MAIIA ESA,

UEilTERI AG/IUA REPI'BLIII IITDOITESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan-:9."+ yang_ bermutu, .pe+ _"*t".it", tl!"rop"t nmasyar-akat rneralui organiiasi teruaan 
-;;k'ril" 

untukmenyelenggarakan madrasah sesuai dengan st"raarL"iorafpendidikan;

b. ba}wa masa berlaku izin operasionaf pendirial madrasahsebagaimana tercantum aafam rampiraii-x"p"i"*"lrri t"r"r,habis;

c. t{y3 ma{qsah 
- 
sebagaimana tercaxtum da]an, L,ampiranKeputusan ini telah -e_err"rri_ p.r"y".aGo* pl6"qi.ilu" iri"pendirian/ operasional madrasah;

d. bahwa 
.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a hurui b dan^fruruf 

",-p".rJ-t.iTt pt"r,Keputusan Menteri Agama Republik, liraor*"i""--i".,rr.gperpanjangan r^n eendirian/operasional raeonasaHIBTIDAIYAH ALHUDA XEiUiTEENBR XAEUPATENNGANJUK provinsi Jawa Timur.

Mengingat 1

2

Undarrg-Undaag Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaraa n.g*.- n p"lf[ Indonesiarahun 2003 Nomor 78, rambahan d;;;-f;;;;. RepubrikIndonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O05 tentang Standar
I:."::ll,^::lgidikan. _(Lembaran N.#; ;;p;;iil rndonesiaranun zUUs Nomor 41, Tln.bahan Lemtraran Negara RepublikIndonesia Nomor 4496) Sebaeaimana ,"frt'afiTri, denganPeraturan pemerintah Naomor 13 T;; ;0G tentangPerubahan Kedua Atas peraturan p.;;;t h 

-itomor 
19Tahun 2005 tentang Standar Nasional i,;;;iJ,; (**b"r.r,Negara Republik lndonesia Tahun 20lS ilo_o. +S, iambaftanLembaran Negara Repubtik Indonesia N"_riiOzbl; '

Peraturan pemerintah Nomor 4g Tahun 2O0g tentang
I.ld*l?l pendidikan (Lembaran N.s;-ilp"1"ri;rndonesia
J+un ?098 Nomor el, iambaian rdd;-N;;; RepubrikIndonesia Nomor 4g64);

,)

./ n
(



4 Peraturan Pemerintah Nomor 1Z Tahun 2010 tentang
Pengelolaan darr Penyelenggaraarl pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5 1S0)
sebagaimala telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2O 1O tentang perubs1:arr Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O10 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (kmbararr Negara Republik
Indonesia Tahun 201O Nomor 1 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Staadar Sarala dan prasarana Untuk SekoLah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dal Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Memberikan perpanjalgan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

5

Memperhatikarr

Menetapkan

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 201O
tentang Standar Pelayanan Minimal pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayana_n
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2O13 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikal Islam Nomor 13g5
Tahun 2O14 tentang Petunjuk Teknis pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masvarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Istram Nomor 5gg5
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis perpanj angan lzin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENDIRI-AN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HUDA
KEPUHBENER KAE}UPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR.

: Rekomendasi dari Kepala Kartor Kementerian Agama KAITUPATEN
NGANJUK Nomor : Kd,.l5.l3/2/PP.OO.S/327 /2016 Tanggal 29
Februari 2016;

KESATU



KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
meLakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

: Keputusan ini muLai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoa-rjo
pada tanggal 26 April2OL6

a.n. MENTERI AGAMA INDONESIA
TO

UR,

AR I
1987031014

OVINS

KETIGA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
RtrPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1869 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAII IBTIDAIYAH AI-HUDA
KEPUHBENER KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBEzuKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

A.N. MENTERI AGAMA INDONESIA

L

I
987031014

1 Nama Madrasah ALHUDA KEPUHBENER

Nomor Statistik Madrasah 11123518003r

3 Alamat Madrasah RW.Ix

4 Ne m a 61g"rri"asi penyelenggara ALHUDA KEPUHBENER

5 Akte Notaris

Penyelenggara

Organisasi NO. 739, NUR HIDAYAT, SH, M.KN

6 Notaris AHU-OO27.AH.Ot.O4 /
28- 1 1-201s

J

2

DSN KEPUHBENER RT,OI
KEDUNGRE.IO

KECAMATAN TANJUNGANOM

KAI}UPATEN NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

Pengesaha-n Akte

Organisasi Penyelenggara



PIAGAM PENDIRIAN'OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 18.0031 /2016

Nama Madrasah

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Penyelenggara Madrasah
Akte Notaris Penyelenggara
Pengesahan Akte Notaris
Tanggal Pendirian

MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HUDA KEPUHBENER

DSN KEPUHBENER RT.O1 RW.IX

KEDUNGREJO

TANJUNGANOM

KABUPATEN NGANJUK

JAWA TIMUR

AL-HUDA KEPUHBENER
NO. 739, NUR HIDAYAT, SH, M,KN

AHU-0027.AH.01 . 04 t 28-1 1 -201 5
17 -O7 -1957

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

Sidoarjo, 26 April 2016
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ORWI

/SHODAR
987031014
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